
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya pada bagian ini penulis 

menyimpulkan hasil dari evaluasi program dan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan kota yogyakarta tahun 2016 segabai berikut: 

1. Pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja penanggulangan kemiskinan pada 

tahun 2016 yaitu persentase PMKS skala kota yang menerima program 

pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelopok 

sosial sejenis lainnya , persentase panti sosial skala kota yang 

menyediakan prasarana sarana pelayanan sosial , persentase PMKS yang 

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar , 

persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial 

selama masa tanggap darurat , persentase penyandang cacat fisik dan 

mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan 

sosial , persentase jumlah penduduk miskin , persentase wahana 

kesejahtraan sosial berbasis masyarakat ( WKSBM) yang menyediakan 

sarana dan prasarana pelayanan kesejahtraan sosial. tercapai 100 persen. 

Bahkan dari beberapa indikator capaiannya diatas 100 persen.  

2. Pencapaian kinerja serapan anggaran. Pada 7 kegiatan penanggulangan 

kemiskinan yaitu diantaranya rehabilitasi penyandang masalah 

kesejahtraan sosial , peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahtraan 

sosial dalam panti , pelayanan penyandang masalah kesejahtraan sosial , 

koordinasi pelayanan bantuan sosial , pendataan PMKS dan PSKS , 



pemberdayaan fakir miskin , bimbingan dan peningkatan kualitas potensi 

sumber kesejahtraan sosial . dari semua kegiatan mencapai 100 persen 

3. Selain program pemerintah kota , keberhasilan kota yogyakarta menekan 

angka kemiskinan tidak terlepas dari banyaknya program dari pemerintah 

pusat yang distribusinya melalui pemerintah kota. 

4. Penanggulangan angka kemiskinan tidak hanya kepada masyarkat miskin, 

namun juga pada kalangan PMKS lainnya seperti : panti asuhan , panti 

jumpo, penyandang cacat dan lain sebagainya. 

5. Adanya kesesuaian antara program dan kegiatan dengan visi misi 

pembangunan menandakan sudah tepatnya apa yang dilakukan oleh 

pemerintah kota dalam upaya mengentas angka kemiskinan. 

 

Saran  

1. Sebelum melakukan program kemiskinan lakukan pendataan yang 

lebih detail lagi , agar benar benar tepat sasaran. Dan sehingga setiap 

ada program penanggulangan kemiskinan tetap selalu menekan angka 

kemiskinan hingga 100% 

2. Perbanyak program pembinaan terhadap kelompok usaha bersama 

sehingga angka pendapatan pemerintah lebih mengingkat lagi. 
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